Pasien Dar urat,
RS Anshari Saleh Utamakan Pelayanan Medis daripada Aturan BPJS

P

http://abdipersadafm.co.id

Pemberlakuan limit atau batas layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang
diberlakukan BPJS Kesehatan, dipastikan Direktur RSUD Mochammad Ansari Saleh, Dr 1zzak
Zoelkarnain Akbar tak memengaruhi pelayanan kesehatan terhadap para pasien.

“Untuk tindakan medis bagi pasien darurat, tentu kami utamakan menyelamatkan
nyawanya, tidak lagi memperhatikan kaidah atau aturan baru yang diberlakukan BPJS
Kesehatan. Sebab, kaidah medis jauh lebih utama,” ucap lzzak Zoelkarnain Akbar kepada
wartawan di Banjarmasin, Rabu (27/2/2018).

la mengakui adanya penerapan kebijakan baru dari BPJS Kesehatan menindaklanjuti
regulas yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, seperti adanya pembatasan atau limit bagi
kunjungan pasien berobat akan dikenakan biaya tambahan.

Kemudian, menurut Izzak, dalam aturan baru itu keputusan BPJS Kesehatan untuk
menghilangkan dua jenis obat kanker seperti bevasizumab yang digunakan untuk menghambat
pertumbuhan kanker serta cetuximab untuk pengobatan kanker kolorektal atau kanker usus besar.

“Memang, aturan yang dibuat BPJS Kesehatan harus dipatuhi, itu dalam hal administrasi.
Namun, masalah kebutuhan apalagi menyangkut nyawa pasien, jelas mengacu ke kaidah medis,”
tegas lzzak.

Hal ini sgjalan dengan keinginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor agar rumah sakit milik

pemerintah daerah melayani pasien yang ingin berobat secara prima. “Yang pasti, kami tidak
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terpacu pada masalah administrasi. Seperti, ketika pasien tidak punya kartu peserta BPJS
Kesehatan, pasien tidak mampu dan pasien terlantar, akan diberikan layanan sebaik-baiknya,”
cetus lzzak.

Perkara soal pembayaran klaim ke BPJS Kesehatan, ditegaskan lzzak bisa diurus
belakangan, karena lebih baik mengutamakan keselamatan pasien dibanding mengurus
administrasi terlebih dulu.

“Selama dokter yang menangani dan menulis laporan secara profesional, maka pihak
rumah sakit pasti akan menyetujui,” kata Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Orthopaedi Indonesia
(PABOI) Cabang Kalselteng.

Dia menyatakan pihaknya tak berhitung untung rugi, ketika menghadapi pasien gawat
darurat atau paling membutuhkan layanan kesehatan. Apalagi, ada dana pendampingan yang
dianggarkan dalam APBD' Kalsel telah disiapkan sebesar Rp 1,5 miliar tiap tahunnya.

“Pokoknya, sesuai instruksi Gubernur Kalsel, siapa pun dan bagaimana pun baik peserta
BPJS Kesehatan maupun umum tetap dilayani dengan baik. Utamanya lagi, pasien dalam

keadaan darurat yang mengancam nyawanya,” tegas lzzak.
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Catatan:
& Struktur APBD

APBD
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
v
| PAD | | BELANJATIDAK LANGSUNG | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN |
1. Pajak daerah 1. Sisa lebih perhitungan
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai anggaran TA sebelumnya
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga (SiLPA)
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah 3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang sah 5. Bantuan sosial daerah yang dipisahkan
I DANA PERIMBANGAN I 6. Belanja bagi hasil 4. Penerimaan pinjama.m daerah
= = 7. Bantuan keuangan 5. Penerimaan kembali
1. Dana Bagi Hasil 8. Belanja tidak terduga pemberian pinjaman
2. Dana Alokasi Khusus 6. Penerimaan piutang daerah
3. Dana Alokasi Umum
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
LAIN - LAIN PENDAPATAN I BELANJA LANGSUNG I
DAERAH YANG SAH 1. Pembentukan dana
. . . . . cadangan
1. Hibah tidak kat
oan tida mengl @ L BelanJ.a pegawal . 2. Penyertaan modal (investasi)
2. Dana darurat dari 2. Belanja barang dan jasa
. . 3. Pembayaran daerah hutang
pemerintah 3. Belanja modal

3. Dana bagi hasil pajak dari 4. Pemberian pinjaman

provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

i Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).
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